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Abstract 

This study aims to determine and analyze the responsibility of the Notary to the deed which was declared 

null and void by the Court (Case Study of the Malang District Court Decision Number 

227/Pdt.G/2018/PN.Mlg). The results show that the Malang District Court Judge's Decision in Decision 

Number 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg cannot be separated from 3 (three) aspects, namely juridical, 

philosophical, and sociological. First, the juridical aspect of the Malang District Judge's Decision is 

irrelevant between the main cases in the decision. Second, the philosophical aspect does not fulfill the 

sense of justice, especially for Notary S who made the Sale and Purchase Binding Agreement for the 

parties which was declared null and void by the judge. Third, the sociological aspect of the judge's 

decision can cause public confidence to decline in the existing judicial process. In Malang District Court 

Decision Number 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, Notaries are not charged with any responsibility. In this case, 

the responsibility of the Notary is only limited to the order of the Judge ordering the Notary to submit to 

the Judge's Decision as stated in the decision. The notary only records what was stated by the 

parties/appearers and then poured it into the deed. A notary cannot be held responsible for a deed that 

is canceled due to a violation committed by one of the parties to the agreement. 

 

Keywords: Notary Accountability, Notary Deed, Canceled By Law 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap 

akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Hakim 

Pengadilan Negeri Malang dalam Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg tidak lepas dari 3 (tiga) 

aspek yaitu yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertama, aspek yuridis Putusan Hakim Negeri Malang 

tidak relevan antar pokok perkara dalam putusan. Kedua, aspek filosofis kurang memenuhi rasa 

keadilan, khususnya terhadap Notaris S yang membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli bagi para 

pihak yang dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim. Ketiga, aspek sosiologis putusan hakim dapat 

menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses Peradilan yang ada. Dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, Notaris tidak dibebankan 

tanggungjawab apapun. Dalam hal ini tanggung jawab Notaris hanya terbatas dengan perintah Hakim 

yang memerintahkan Notaris untuk tunduk pada Putusan Hakim yang tertuang dalam putusan. 

Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para pihak/penghadap lalu dituangkannya ke 
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dalam akta. Notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap akta yang dibatalkan karena 

pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 

 

Kata kunci: Pertanggungjawaban Notaris, Akta Notaris, Batal Demi Hukum 

 

PENDAHULUAN 

Akta yang dibuat Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar 

tercapai sifat otentik dari akta itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 

KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah 

pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya hal atau alasan tertentu dan 

sebab yang halal. Akta sebagai alat bukti yang kuat ada kalanya terdapat kesalahan atau 

kecalalaian (cacat), dimana cacatnya suatu akta Notaris tersebut dapat menimbulkan 

kebatalan bagi suatu akta Notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum dari kebatalan 

dapat dibedakan menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan, dan non existent.1  

Akta Notaris yang dibatalkan oleh hakim melalui putusan pengadilan dapat disebabkan 

oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang mengikatkan diri dalam akta Notaris tersebut. 

Kesalahan dan kelalaian kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya 

atau timbulnya gugatan dari salah satu pihak dalam akta.2 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhdap setiap akta 

yang dibuatnya, apalagi jika dikemudian hari akta tersebut bersengketa di pengadilan dan 

mengandung cacat hukum, maka patut dipersoalkan. Dalam akta yang bersengketa atau 

mengandung cacat hukum tersebut harus diketahui pula apakah adanya unsur kesalahan 

 

1
 G.H.S. Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan ke-5, Erlangga, Jakarta, hlm. 201. 

2
 Djoko Sukisno, 2008, Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Mimbar Hukum, 

Volume 20, Nomor 1, hlm.5. 
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murni dari Notaris, ataukah kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan dan 

dokumen-dokumen pendukung lainnya.3 

Proses perdata mengenai cacatnya suatu akta sehingga dibatalkan oleh hakim, 

seringkali Notaris di bawa ke pengadilan sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat”. Hal sebagai 

upaya yang paksa karena dalam akta notariil khususnya partij acte yang kemudian menjadi 

alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang 

terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil 

yang diresmikannya.  Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum 

para pihak kedalam aktanya dan selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya 

mendudukan Notaris sebagai “Tergugat atau Turut Tergugat” adalah sebagai upaya untuk 

memaksa Notaris berbicara seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses 

peradilan.4  

Akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut dapat 

dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban 

baik secara pidana (Pasal 66) maupun perdata (Pasal 84) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu guna melindungi dirinya, sikap 

kewaspadaan dan kehatihatian sangat dituntut dari seorang Notaris.  Namun demikian, 

dalam prakteknya tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta 

yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat 

 

3
 Zuliana Maro Batubara , 2011, Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada 

Pengadilan Negeri Medan), Fakultas Hukum, USU Medan 2011. 
4
 Djoko Sukisno, Op. Cit, hlm 53. 
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ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata dokumen yang 

diberikan salah satu pihak tidak benar.5 

Kelalaian Notaris akibat ketidakhati-hatian Notaris bukanlah merupakan sebab utama 

pembatalan akta Notaris tersebut melalui putusan pengadilan. Selain kesalahan dan 

kelalaian Notaris, pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan kesalahan dan kelalaian 

kedua belah pihak maupun salah satu pihak mengakibatkan adanya atau timbulnya gugatan 

dari salah satu pihak dalam akta. 

Di dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris Republik Indonesia Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara khusus akibat pelanggaran yang dilakukan 

Notaris terhadap ketentuan-ketentuan tertentu. Akibat pelanggaran tersebut dapat 

menyebabkan akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan, tetapi dapat pula suatu akta menjadi batal demi hukum. Adalah sangat penting untuk 

mengetahui bahwa pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berkaitan dengan Pasal 

16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, 

Pasal 51, atau Pasal 52. 

Istilah batal demi hukum (nietig) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk 

menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (een 

bepaald onderwerp) dan sebab yang tidak dilarang (een geoorloofde oorzaak), dan istilah 

dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka 

 

5
 Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari Milenial Populer, 

Jakarta, hlm 89. 
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yang mengikatkan dirinya (de toetsemming van degenen die zich verbinden) dan kecakapan 

untuk membuat suatu perikatan (de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan).6  

Pasal 1333 KUHPerdata menegaskan suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok 

suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) 

tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata ini sebagai 

bentuk perjanjian mempunyai hal yang ditentukan. Mengenai syarat suatu hal tertentu ini, 

dalam Pasal 1335 KUHPerdata ditegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang 

telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak 

mempunyai kekuatan. Tetapi menurut Pasal 1336 KUHPerdata, bahwa jika tidak dinyatakan 

sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain 

daripada yang dinyatakan persetujuannya, namun demikian adalah sah. Suatu sebab adalah 

terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan 

atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata).7 

Salah isatu icontoh iakta iyang idinyatakan ibatal idemi ihukum isebagai iakibat idari 

iperbuatan imelawan ihukum idapat idijumpai idalam iperkata idi iPengadilan iNegeri iMalang 

idengan iPutusan iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, iyang imenjadi ibahan ianalisis idalam 

ipenelitian iini. iTerdapat i3 iAkta iyaitu: i1) iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i37 

itanggal i19-03- i2018; i2) iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i39 itanggal i19-03-2018; 

i3) iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i41 itanggal i19-03-2018, iyang isemuanya idibuat 

ioleh iNotaris iS, iyang idinyatakan ibatal idemi ihukum idikarenakan iTergugat itelah iIngkar 

iJanji/Wanprestasi idimana iTergugat itidak imemenuhi iprestasi isebagaimana iyang itelah 

 

6
 Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Penerbit PT. 

Refika Aditama, Bandung, hlm. 9. 
7 Ibid. 
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idisepakati idan idiperjanjikan, iyaitu iuntuk imelakukan ipenyerahan irumah idan ibangunan 

iobyek isengketa isesuai idengan iwaktu iyang itelah iditetapkan idan itermuat idalam 

iperjanjian ipada iSurat iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli. 

Selain iitu iTergugat ijuga itidak imelaksanakan ikewajiban ipembayarannya ikepada 

iPenggugat/Penjual, ibaik iPembayaran iI imaupun iPembayaran ike iII, isebagaimana idiatur 

idalam iPasal i1 iayat i2 idan i3 iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli imasing imasing iNomor i37, 

iNomor i39 idan iNomor i41, iyang isemuanya idibuat itertanggal i19-03-2018. iHal itersebut 

imerupakan itindakan iwanprestasi/cidera ijanji. 

Pengadilan iNegeri iMalang imemutuskan ibahwa iAkta iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli 

iyang idibuat ioleh iNotaris iS iyang idinyatakan ibatal idemi ihukum idikarenakan iTergugat 

itelah iIngkar iJanji/Wanprestasi idimana iTergugat itidak imemenuhi iprestasi isebagaimana 

iyang itelah idisepakati idan idiperjanjikan. iApabila idikaitkan idalam isyarat-syarat iperjanjian 

iyang itercantum idalam iPasal i1320 iKUHPerdata itentang isyarat-syarat isahnya iperjanjian 

iyaitu: 

1) Sepakat imereka iyang imengikatkan idirinya. 

2) Kecakapan iuntuk imembuat isuatu iperikatan. 

3) Suatu ihal itertentu. 

4) Suatu isebab iyang ihalal. 

Unsur iayat i(1) idan i(2) imerupakan iSyarat iSubjektif, isedangkan iayat i(3) idan i(4) 

imerupakan iSyarat iObjektif. iJika isuatu iperjanjian itidak imemenuhi isyarat isubjektif, imaka 

iperjanjian itersebut idapat idibatalkan. iSedangkan, ijika isuatu iperjanjian itidak imemenuhi 

isyarat iobjektif, imaka iperjanjian itersebut iadalah ibatal idemi ihukum. iDapat idibatalkan 

iartinya isalah isatu ipihak idapat imemintakan ipembatalan iitu. iPerjanjiannya isendiri itetap 



Vol. 4 No. 2 Tahun 2022. E-ISSN: 2623-2928 

 

 

458 

 

imengikat ikedua ibelah ipihak, iselama itidak idibatalkan ioleh ihakim. iSedangkan ibatal idemi 

ihukum iartinya iadalah idari isemula idianggap itidak ipernah iada idilahirkan isuatu iperjanjian 

idan itidak ipernah iada isuatu iperikatan. 

Pengadilan iNegeri iMalang idengan iPutusan iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, 

imemutuskan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iyang idibuat ioleh iNotaris iS idinyatakan ibatal 

idemi ihukum idikarenakan itergugat itelah iwanprestasi. iWanprestasi iterjadi ibukan ikarena 

ikeadaan imemaksa iatau ikeadaan idi iluar ikekuasaan i(forje imajeure iatau iovermacht), itetapi 

iterjadi ikarena ikelalaian itergugat idan iakibat iwanprestasi, ipenggugat idapat imenuntut 

ipembatalan iperjanjian idi idepan iHakim, idengan idemikian iperjanjian itersebut itidak ibatal 

idemi ihukum. iSeharusnya iPengadilan iNegeri iMalang itidak imembatalkan iperjanjian iyang 

idilakukan ioleh ipara ipihak, ikarna iperjanjian itersebut isah idan itelah imemenuhi isyarat-

syarat iperjanjian isebagaimana iyang idimaksud idalam iPasal i1320 iKUHPerdata. iTidak iada 

isyarat iperjanjian iyang idilanggar ioleh ipara ipihak, imelainkan iyang iterjadi ihanya 

iwanprestasi iyang idilakukan ioleh iPihak iTergugat. iMaka imenurut ihemat ipenulis iputusan 

iPengadilan iNegeri iMalang itersebut itidak imengikat idengan iketentuan iyang idiatur idalam 

iPasal i1320 iKUHPerdata. iSeharusnya iputusan iPengadilan iNegeri iMalang ilebih 

imenitikberatkan ipada iperbuatan iwanprestasi iyang idilakukan ioleh ipihak iTergugat, ibukan 

imalah imemutuskan iakta imenjadi ibatal idemi ihukum. iKarena ihal itersebut imerugikan ipara 

ipihak idan iNotaris itentunya iserta itidak irelevan idengan iPasal i1320 iKUHPerdata. 

Putusan iPengadilan iNegeri iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, ijuga 

imenyatakan ibahwa iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iyang idibuat ioleh iNotaris iS. iadalah 

isah imenurut ihukum. iLantas, ijika isudah isah idan isesuai idengan isyarat isahnya iperjanjian 

iseharusnya iHakim idalam imemutuskan iharus imenitikberatkan ipada iperbuatan 
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iwanprestasi iyang idilakukan ioleh ipihak iTergugat, ibukan imalah imemutuskan iakta 

imenjadi ibatal idemi ihukum. iKarena ijika idinyatakan iakta ibatal idemi ihukum, imaka 

iperjanjian itersebut idari iawal idianggap itidak iada iatau itidak ipernah iterjadi. iSedangkan 

idalam iPutusan iPengadilan itersebut iHakim imemutusakan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli 

itersebut isah. iHal iini itentu imenimbulkan iinkonsistensi idalam iPutusan iHakim iitu isendiri. 

i 

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang, 

pembahasan dalam tulisan yang singkat ini dibatasi pada dua hal yang menyangkut dengan: 

1. Bagaimana putusan Hakim ditinjau dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi 

hukum oleh Pengadilan? 

PEMBAHASAN 

1. Putusan iHakim iPengadilan iNegeri iMalang iDitinjau idari iAspek iYuridis, iFilosofis, 

idan iSosiologis 

a. Aspek iYuridis iPembatalan iAkta iNotaris idalam iPutusan iPengadilan iNegeri 

iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg 

Dasar iberlaku isecara iyuridis iuntuk iputusan ihakim, iantara ilain: 

1. Hakim imemiliki ikewenangan imemutus isuatu iperkara; i 

2. Hakim imelakukan ipenyesuaian iatau iinterpretasi ihukum iberdasarkan ijenis idan 

ibentuk iperaturan idengan imateri ipersidangan; 

3. Hakim imemenuhi iprosedur idan itata icara iyang itertib idalam imembuat iputusan; 

4. Dalam imembuat iputusan ihakim itidak iboleh ibertentangan idengan iperaturan iyang 

ilebih itinggi idan isumber isegala isumber ihukum idi iindonesia iyaitu iUndang-Undang 
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iDasar i1945 idan iPancasila. 

Pada iPutusan iPengadilan iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, iHakim imemutuskan 

idalam ipokok iperkara inomor i(2) ibahwa imenyatakan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli 

iNomor i37 itanggal i19-03-2018, iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i39 itanggal i19-

03-2018, idan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i41 itanggal i19-03- i2018, iyang 

isemuanya idibuat ioleh iNotaris iS. iadalah isah imenurut ihukum. iNamun ikemudian ipada 

iPutusan iHakim idalam ipokok iperkara inomor i(4) ibahwa iHakim iMenyatakan ikarena 

iTergugat itelah iIngkar iJanji/Wanprestasi imaka iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor 

i37 itanggal i19-03-2018, iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i39 itanggal i19-03-2018, 

idan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i41 itanggal i19-03- i2018, iyang isemuanya 

idibuat ioleh iNotaris iS, itelah i“ iBATAL i“ idemi ihukum. 

Maka ijika iditinjau idari iaspek iyuridis, iPutusan iHakim iNegeri iMalang itersebut 

itidak irelevan iantar ipokok iperkara idalam iputusan idimana idisatu isisi iHakim 

imenyatakan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iyang idibuat ioleh iNotaris iS. idinyatakan iSah 

imenurut ihukum idan imemenuhi isyarat-syarat iyang itercantum idalam iPasal i1320 

iKUHPerdata. iNamun idalam iputusan ipokok iperkara iyang ilain iHakim imenyatakan 

ibahwa iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli itersebut ibatal idemi ihukum. iHal iini itentu 

ibertentangan idengan iketentuan idalam iPasal i1320 iKUHperdata. i 

Adapun isyarat-syarat iperjanjian iyang itercantum idalam iPasal i1320 iKUHPerdata 

itentang isyarat-syarat isahnya iperjanjian iyaitu: 

1) Sepakat imereka iyang imengikatkan idirinya. 

2) Kecakapan iuntuk imembuat isuatu iperikatan. 

3) Suatu ihal itertentu. 



Vol. 4 No. 2 Tahun 2022. E-ISSN: 2623-2928 

 

 

461 

 

4) Suatu isebab iyang ihalal. 

Unsur iayat i(1) idan i(2) imerupakan iSyarat iSubjektif, isedangkan iayat i(3) idan i(4) 

imerupakan iSyarat iObjektif. iJika isuatu iperjanjian itidak imemenuhi isyarat isubjektif, 

imaka iperjanjian itersebut idapat idibatalkan. iSedangkan, ijika isuatu iperjanjian itidak 

imemenuhi isyarat iobjektif, imaka iperjanjian itersebut iadalah ibatal idemi ihukum. iDapat 

idibatalkan iartinya isalah isatu ipihak idapat imemintakan ipembatalan iitu. iPerjanjiannya 

isendiri itetap imengikat ikedua ibelah ipihak, iselama itidak idibatalkan ioleh ihakim. 

iSedangkan ibatal idemi ihukum iartinya iadalah idari isemula idianggap itidak ipernah iada 

idilahirkan isuatu iperjanjian idan itidak ipernah iada isuatu iperikatan. 

Pengadilan iNegeri iMalang idengan iPutusan iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, 

imemutuskan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iyang idibuat ioleh iNotaris iS idinyatakan 

ibatal idemi ihukum idikarenakan itergugat itelah iwanprestasi. iWanprestasi iterjadi ibukan 

ikarena ikeadaan imemaksa iatau ikeadaan idi iluar ikekuasaan i(forje imajeure iatau 

iovermacht), itetapi iterjadi ikarena ikelalaian itergugat idan iakibat iwanprestasi, ipenggugat 

idapat imenuntut ipembatalan iperjanjian idi idepan iHakim, idengan idemikian iperjanjian 

itersebut itidak ibatal idemi ihukum. 

Seharusnya iPengadilan iNegeri iMalang itidak imembatalkan iperjanjian iyang 

idilakukan ioleh ipara ipihak, ikarna iperjanjian itersebut isah idan itelah imemenuhi isyarat-

syarat iperjanjian isebagaimana iyang idimaksud idalam iPasal i1320 iKUHPerdata. iTidak 

iada isyarat iperjanjian iyang idilanggar ioleh ipara ipihak, imelainkan iyang iterjadi ihanya 

iwanprestasi iyang idilakukan ioleh iPihak iTergugat. iMaka imenurut ihemat ipenulis 

iputusan iPengadilan iNegeri iMalang itersebut itidak imengikat idengan iketentuan iyang 

idiatur idalam iPasal i1320 iKUHPerdata. iSeharusnya iputusan iPengadilan iNegeri iMalang 
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ilebih imenitikberatkan ipada iperbuatan iwanprestasi iyang idilakukan ioleh ipihak 

iTergugat, ibukan imalah imemutuskan iakta imenjadi ibatal idemi ihukum. iKarena ihal 

itersebut imerugikan ipara ipihak idan iNotaris itentunya iserta itidak irelevan idengan iPasal 

i1320 iKUHPerdata idan idirasa itidak imemenuhi iaspek iyuridis idalam iPutusan 

iPengadilan itersebut iserta imengakibatkan itidak iadanya ikepastian ihukum idalam 

iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iyang idibuat ioleh iNotaris. 

b. Aspek iFilosofis iPembatalan iAkta iNotaris idalam iPutusan iPengadilan iNegeri 

iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg 

Pertimbangan ihakim iyang iterdapat idalam iputusan itidak ilepas idari iadanya iaspek 

ifilosofis ipenjatuhan iputusan. iAspek iini imenitikberatkan ipada ikebenaran idan ikeadilan 

iyang itidak iterlepas ijuga idengan iaspek isosiologis iyang imempertimbangkan itata inilai 

ibudaya iyang ihidup idalam imasyarakat. iKedua iaspek iini idalam ipenerapannya isangat 

imemerlukan ipengalaman idan ipengetahuan iyang iluas iserta ikebijaksanaan iyang 

imampu imengikuti inilai-nilai idalam imasyarakat iyang iterabaikan. 

Putusan ihakim iPengadilan iNegeri iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg ijuga 

isudah imemiliki idasar iberlaku isecara ifilosofis iartinya ihakim itelah iberusaha 

imenemukan inilai ikeadilan iyang iada idi idalam imasyarakat. 

Putusan ihakim iPengadilan iNegeri iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg 

itersebut ijika iditinjau idari iaspek ifilosofis ikurang imemenuhi irasa ikeadilan, ikhususnya 

iPutusan iPengadilan itersebut idirasa itidak iadil iuntuk iNotaris iS isebagai iPejabat 

iberwenang iyang imembuat iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli ibagi ipara ipihak, inamun 

iperjanjian ipengikatan ijual ibeli itersebut idinyatakan ibatal idemi ihukum ioleh iHakim. 

iPadahal iNotaris ihanya imembuat iperjanjian itersebut iberdasarkan iketerangan ipara 



Vol. 4 No. 2 Tahun 2022. E-ISSN: 2623-2928 

 

 

463 

 

ipihak iyang ikemudian isetelah iperjanjian itersebut idisahkan iterjadi ifakta iwanprestasi 

iyang idilakukan ioleh itergugat, isehingga ioleh iHakim idiputuskan iperjanjian itersebut 

ibatal idemi ihukum isementara iperjanjian itersebut itelah imemenuhi isyarat isahnya 

iperjanjian idalam iPasal i1320 iKUHPerdata idan idinyatakan isah imenurut ihukum ioleh 

iHakim. iDengan idemikian, ipertimbangan iputusan ihakim ikurang imemenuhi iaspek 

ifilosofis idari isalah isatu ipihak iyaitu iNotaris isebagai iPihak iTurut iTergugat. 

c. Aspek iSosiologis iPembatalan iAkta iNotaris idalam iPutusan iPengadilan iNegeri 

iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg 

Dasar iberlaku isecara isosiologis iberarti ibahwa iputusan ihakim iharus 

imencerminkan ikenyataan ihidup idalam imasyarakat ibaik iberupa ikebutuhan, ituntutan, 

iatau imasalah iyang idihadapi. iAspek isosiologis, imempertimbangkan itata inilai ibudaya 

iyang ihidup idalam imasyarakat idan imencerminkan ikenyataan iyang ihidup idalam 

imasyrakat. iKenyataan iitu idapat iberupa ikebutuhan iatau ituntutan iatau imasalahmasalah 

iyang idihadapi.8 

Aspek isosiologis, ipenerapannya isangat imemerlukan ipengalaman idan 

ipengetahuan iyang iluas iserta ikebijaksanaan iyang imampu imengikuti inilai-nilai idalam 

imasyrakat iyang iterabaikan. iJelas ipenerapannya isangat isulit isebab itidak imengikuti 

iasas ilegalitas idan itidak iterikat ipada isistem. iPencantuman iketiga iunsur itersebut itidak 

ilain iagar iputusan idianggap iadil idan iditerima imasyarakat. 

Aspek isosiologis iyang imempertimbangkan itata inilai ibudaya iyang ihidup idalam 

imasyarakat. iKedua iaspek iini idalam ipenerapannya isangat imemerlukan ipengalaman 

 
8 iYuliandri, i2013, iAsas-asas iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan iyang iBaik iGagasan 

iPembentukan iUndang-Undang iBerkelanjutan, iRajawali iPers, iJakarta, ihlm.135. 



Vol. 4 No. 2 Tahun 2022. E-ISSN: 2623-2928 

 

 

464 

 

idan ipengetahuan iyang iluas iserta ikebijaksanaan iyang imampu imengikuti inilai-nilai 

idalam imasyarakat iyang iterabaikan. 

Dalam ipelaksanaan iputusan ipengadilan iharus imencerminkan ituntutan ikebutuhan 

imasyarakat iakan inorma ihukum iyang isesuai idengan ikesadaran ihukum imasyarakat, 

isehingga idapat iberlaku isecara isosiologis i(sociologische igelding). iHal itersebut iberarti 

imencerminkan ikenyataan iyang ihidup idalam imasyarakat, iyang imemerlukan 

ipenyelesaian, isehingga ipelaksanaan iputusan ipengadilan imemperoleh ikeberlakuan 

isosiologis. iHal iini ibermakna ipula ibahwa ipelaksanaan iputusan ipengadilan iterdapat 

ivaliditas isecara isosiologis, itidak ihanya isekedar imemperoleh ivaliditas isecara iyuridis 

idan ifilosofis. 

Putusan ihakim iPengadilan iNegeri iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg 

imencerminkan ikenyataan ihidup idalam imasyarakat iyang imana isudah imenjadi 

ikebutuhan idan ituntutan imasyarakat idalam ihubungan iperdagangan iatau ibisnis 

ikhususnya iatau ihubungan ikeperdataan ipada iumumnya imembutuhkan idan imenuntut 

iadanya ikesungguhan ipara ipihak isatu isama ilain iuntuk imemenuhi ikesepakatan iatau 

iperjanjian iyang idibuatnya. iOleh ikarena iitu, iputusan ihakim iitu imelindungi ihal iyang 

idijunjung itinggi ioleh imasyarakat iyaitu ipenghormatan iterhadap isebuah iperjanjian iyang 

imereka ibuat. iDengan idemikian, iputusan ihakim iini idiharapkan iakan iditerima 

imasyarakat isecara iwajar idan iakan imemiliki idaya iberlaku iyang iefektif iatau imemiliki 

idasar iberlaku isecara isosiologis. 

Pengadilan iNegeri iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, idimana iHakim 

imemutuskan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iyang idibuat ioleh iNotaris iS idinyatakan 

ibatal idemi ihukum idikarenakan itergugat itelah iwanprestasi, ijika iditinjau idari iaspek 
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isosiologis imaka idapat imenyebabkan ikepercayaan imasyarakat imenurun iterhadap 

iproses iPeradilan iyang iada. iHal iini itentu itidak idiinginkan, imaka ibaiknya iHakim idalam 

imemutuskan isuatu iperkara iharus imemperhatikan iaspek isosiologis. 

2. Pertanggungjawaban iNotaris iterhadap iAkta iyang iDinyatakan iBatal iDemi iHukum 

iOleh iPengadilan 

a. Pertanggungjawaban iYuridis iNotaris iTerhadap iKerugian iMateril iyang 

iDitimbulkan 

Secara irinci ipertanggungjawaban iyuridis iNotaris iterhadap ikerugian imateril iyang 

iditimbulkan iterbagi idalam ibeberapa ihal iyaitu: 

Pemberian iganti irugi isebagai ipertanggungjawaban iNotaris iterhadap iprilaku 

iNotaris iyang imengakibatkan itimbulnya ikerugian ibagi ikliennya. iUndang-undang ihanya 

imengatur ipenggantian ikerugian iyang ibersifat imateriil. iKemungkinan iterjadi ibahwa 

ikerugian iitu imenimbulkan ikerugian iyang iimmateriil, itidak iberwujud, imoril, iidiil, itidak 

idapat idinilai idengan iuang, itidak iekonomis, iyaitu iberupa isakitnya ibadan, ipenderitaan 

ibatin, irasa itakut, idan isebagainya. iMengingat ikerugian idalam ihukum iperdata 

idipisahkan imenjadi idua iklasifikasi iyakni ikerugian iMateriil idan ikerugian iImmateriil. 

a. Kerugian iMateriil iyaitu ikerugian iyang inyata-nyata iada iyang ididerita ioleh iberupa 

ibiaya, irugi idan ibunga. 

b. Kerugian iImmateriil iyaitu ikerugian iatas imanfaat iyang ikemungkinan iakan 

iditerima ioleh iklien idi ikemudian ihari iatau ikerugian idari ikehilangan ikeuntungan 

iyang imungkin iditerima ioleh iklien idi ikemudian ihari.9 

 

9 iM. iTjoanda, iOp. iCit. ihlm. i48. 
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Terhadap iadanya isuatu ikerugian iyang ididerita ioleh iklient iatas isuatu 

ikepentingannya idalam iakta iNotaris, imaka iterhadap iNotaris itersebut idapat idiminatai 

ipertanggungjawaban isecara iperdata imelalui imengajukan igugatan ike ipengadilan. 

iBerkaitan idengan igugatan iperdata iyang iada ihubungannya idengan iakta iotentik iyang 

itelah idibuat ioleh iNotaris. iTerdapat idua ikemungkinan ikedudukan iNotaris idalam 

igugatan iperdata itersebut, iyang idi iantaranya: 

1) Notaris idipanggil idalam ikapasitasnya isebagai isaksi idi ipengadilan iterkait idengan 

iakta iyang itelah idibuat idihadapan iatau ioleh idirinya iyang idijadikan isebagai ialat 

ibukti idalam iperkara iperdata; 

2) Notaris idipanggil idalam ikapasitasnya isebagai itergugat iyang idilayangkan idi 

ipengadilan iterkait iakta iotentik iyang idibuatnya ikarena idianggap itelah imerugikan 

ipihak ipenggugat.10 

Putusan iPengadilan iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, iyang idibuat ioleh iNotaris iS, 

iNotaris iyang idijadikan isebagai iTurut iTergugat ikarena imenerbitkan iakta iPerjanjian 

iPengikatan iJual iBeli iNomor i37 itanggal i19-03-2018, iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli 

iNomor i39 itanggal i19-03-2018, idan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i41 itanggal 

i19-03- i2018, imajelis iHakim imemutuskan ibahwa: 

1. Mengabulkan igugatan ipenggugat iuntuk isebagian. 

2. Menyatakan imasing imasing: 

1) Perjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i37 itanggal i19-03-2018; 

2) Perjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i39 itanggal i19-03-2018; 

 

10 iHabib iAdjie, i2009, iHukum iNotaris iIndonesia, iPT. iRefika iAditama, iBandung. iHlm. i21. 
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3) Perjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i41 itanggal i19-03- i2018, iyang isemuanya 

idibuat ioleh iNotaris iS. 

3. Menyatakan iTergugat/Bhakti iSoesilo itelah iIngkar iJanji/Wanprestasi. 

4. Menyatakan ikarena iTergugat itelah iIngkar iJanji/Wanprestasi imaka iPerjanjian 

imasing imasing: 

1) Perjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i37 itanggal i19-03-2018; 

2) Perjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i39 itanggal i19-03-2018; 

3) Perjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i41 itanggal i19-03- i2018, iyang isemuanya 

idibuat ioleh iNotaris iS, itelah i“ iBATAL i“ idemi ihukum i; 

5. Menyatakan iPembayaran iDP/Uang imuka idari iTergugat ikepada iPenggugat 

isebagaimana idiatur ididalam iPasal i1 imasing-masing: 

1) Perjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i37 itanggal i19-03-2018; 

2) Perjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i39 itanggal i19-03-2018; 

3) Perjanjian iPengikatan iJual iBeli iNomor i41 itanggal i19-03-2018, iyang isemuanya 

idibuat ioleh iNotaris iS imenjadi imilik iPenggugat; 

4) Memerintahkan iTurut iTergugat iuntuk itunduk ikepada iPutusan iini; 

5) Menolak igugatan iPenggugat iselain idan iselebihnya; 

6) Menghukum iTergugat iuntuk imembayar ibiaya iperkara isebesar iRp. i1.596.000,- 

i(satu ijuta ilima iratus isembilan ipuluh ienam iribu irupiah). 

Berdasarkan iputusan iperkara itersebut idapat idisimpulkan ibahwa iNotaris idalam 

imenjalankan itugasnya idalam imembuat isuatu iakta, idimana ikemudian iterjadinya ifakta 

iwanprestasi iyang idilakukan ioleh itergugat idan ihukum iyang iditerapkan iyaitu iketentuan 



Vol. 4 No. 2 Tahun 2022. E-ISSN: 2623-2928 

 

 

468 

 

idalam iperjanjian itersebut idan iundang-undang iyang imengatur iperjanjian idan 

iwanprestasi. i 

Pengadilan iNegeri iMalang idengan iPutusan iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, 

imemutuskan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iyang idibuat ioleh iNotaris iS idinyatakan 

ibatal idemi ihukum idikarenakan itergugat itelah iwanprestasi. iPada iputusan itersebut 

iHakim imemerintahkan iTurut iTergugat i(Notaris iS) iuntuk itunduk ikepada ikeputusan 

iHakim. iDalam ihal iini iNotaris itidak idimintai ipertanggungjawaban ioleh iHakim. iNotaris 

ihanya idibebankan iuntuk itunduk ipada iPutusan iHakim isehingga iNotaris idalam ihal iini 

itidak imemiliki ibeban itanggungjawab ikepada ipara ipihak. iHanya isaja iPerjanjian 

iPengikatan iJual iBeli iyang idibuat ioleh iNotaris iS idinyatakan ibatal idemi ihukum 

idikarenakan itergugat itelah iwanprestasi. 

Putusan iPengadilan iNegeri iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, imenyatakan 

ibahwa iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli iyang idibuat ioleh iNotaris iS. iadalah isah imenurut 

ihukum. iLantas, ijika isudah isah idan isesuai idengan isyarat isahnya iperjanjian iseharusnya 

iHakim idalam imemutuskan iharus imenitikberatkan ipada iperbuatan iwanprestasi iyang 

idilakukan ioleh ipihak iTergugat, ibukan imalah imemutuskan iakta imenjadi ibatal idemi 

ihukum. iKarena ijika idinyatakan iakta ibatal idemi ihukum, imaka iperjanjian itersebut idari 

iawal idianggap itidak iada iatau itidak ipernah iterjadi. iSedangkan idalam iPutusan 

iPengadilan itersebut iHakim imemutusakan iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli itersebut isah. 

iHal iini itentu imerugikan iNotaris isebagai ipejabat iyang iberwenang idalam imembuat iAkta 

idimana ipada iPutusan itersebut iNotaris isebagai ipihak iTurut iTergugat. i 

Notaris iseharusnya itidak imenjadi ipihak iTurut iTergugat idalam iPutusan iNegeri 

iMalang itersebut ihal iini idikarenakan iNotaris itidak ibertanggungjawab iterhadap iakta 
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iyang idibatalkan ioleh iPengadilan iakibat iperbuatan iwanprestasi iTergugat, ikarena 

iNotaris ihanya imencatat iapa iyang idikemukakan ioleh ipara ipihak/penghadap ilalu 

idituangkannya ike idalam iperjanjian/akta. iNotaris itidak ibisa idimintai 

ipertanggungjawaban iterhadap iakta iyang idibatalkan ikarena ipelanggaran iyang 

idilakukan ioleh isalah isatu ipihak idalam iperjanjian. 

b. Pertanggungjawaban iAdministratif ioleh iNotaris iTerhadap iAkta iyang 

iDinyatakan iBatal iDemi iHukum iOleh iPengadilan 

Notaris idapat idijatuhi isanksi iadministratif iapabila imelanggar iketentuan iUndang-

undang, imeliputi: 

1. Paksaan ipemerintahan i(bestuursdwang). iTindakan iyang inyata idari ipenguasa iuntuk 

imengakhiri isuatu ikeadaan iyang idilarang ioleh ikaidah ihukum iadministrasi. 

2. Penarikan ikembali ikeputusan i(ketetapan) iyang imenguntungkan i(izin, ipembayaran, 

isubsidi). iSanksi iyang idigunakan iuntuk imencabut isuatu ikeputusan iatau iketetapan 

iyang imenguntungkan idengan imengeluarkan iketetapan ibaru. 

3. Pengenaan idenda iAdministratif. iSanksi ipengenaan idenda iadministratif iditujukan 

ikepada imereka iyang imelanggar iperaturan iperundang- iundangan itertentu idengan 

idikenakan isejumlah iuang itertentu iberdasarkan iperaturan iperundang-undangan 

iyang ibersangkutan iyang iditerapkan ioleh ipemerintah. 

4. Pengenaan iUang iPaksa ioleh iPemerintah i(dwangsom). iPengenaan iuang ipaksa ioleh 

ipemerintah iuntuk imenambah ihukuman iyang ipasti idisamping idenda iyang itelah 

iditentukan idalam iperaturan iperundang- iundangan iyang ibersangkutan.11 

 

11 iHerlien iBudiono, i2007, iKumpulan iTulisan iHukum iPerdata idi iBidang iKenotariatan, iBandung: iCitra 

iAditya iBhakti, ihlm. i363-389. 
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Secara igaris ibesar isanksi iadministratif idapat idibedakan i3 i(tiga) imacam, iyaitu: 

1. Sanksi iReparatif. iSanksi iini iditujukan iuntuk iperbaikan iatas ipelanggaran itata itertib 

ihukum. iDapat iberupa ipenghentian iperbuatan iterlarang, ikewajiban iperubahan isikap 

iatau itindakan isehingga itercapai ikeadaan isemula iyang iditentukan, itindakan 

imemperbaiki isesuatu iyang iberlawanan idengan iaturan. iContohnya ipaksaan iuntuk 

iberbuat isesuatu iuntuk ipemerintah idan ipembayaran iuang ipaksa iyang iditentukan 

isebagai ihukuman. 

2. Sanksi iPunitif. iSanksi iyang ibersifat imenghukum, imerupakan ibeban itambahan. 

iSanksi ihukuman itergolong idalam ipembalasan, idan itindakan ipreventif iyang 

imenimbulkan iketakutan ikepada ipelanggar iyang isama iatau imungkin iuntuk 

ipelanggar-pelanggar ilainnya. iContohnya ipembayaran idenda ikepada ipemerintah, 

iteguran ikeras. 

3. Sanksi iRegresif. iSanksi isebagai ireaksi iatas isuatu iketidaktaatan, idicabutnya ihak iatas 

isesuatu iyang idiputuskan imenurut ihukum, iseolah-olah idikembalikan ikepada 

ikeadaan ihukum iyang isebenarnya isebelum ikeputusan idiambil. iContohnya 

ipencabutan, iperubahan iatau ipenangguhan isuatu ikeputusan.12 

Pasal i85 iUUJN iditentukan iada i5 i(lima) ijenis isanksi iadministratif, iyaitu: 

1. Teguran ilisan; 

2. Teguran itertulis;  

3. Pemberhentian isementara; 

4. Pemberhentian idengan ihormat; 

5. Pemberhentian itidak ihormat. 

Sanksi-sanksi itersebut iberlakunya isecara iberjenjang imulai idari iteguran ilisan 

isampai idengan ipemberhentian itidak ihormat, ikarena iNotaris imelanggar iPasal- iPasal 

 

12 iEdmond iMakarim, i2012, iNotaris idan iTransaksi iElektronik i: iKajian ihukum itentang iCybernotary iatau 

iElectronic iNotary, iRaja iGrafindo, iJakarta, ihlm. i34. 
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itertentu iyang itersebut idalam iPasal i85 iUUJN. iJadi iselain idaripada iketiga itanggung 

ijawab iNotaris itersebut, ipada iintinya iNotaris idalam imembuat iakta iselalu idengan 

ipenuh ikehati-hatian idan iberpedoman ipada iketentuan iperaturan iperundang- iundangan 

iyang iberlaku iyakni iUUJN idan iperaturan iperundang-undangan ilainnya. iSebagaimana 

idiketahui ibahwa itugas iNotaris iadalah imembuat iakta iotentik iyang ifungsinya iuntuk 

imembuktikan ikebenaran itentang itelah idilakukannya isuatu iperbuatan ihukum ioleh 

ipara ipihak/penghadap idan imencantumkan iidentitas imasing-masing idari ipara ipihka 

i/penghadap itersebut. 

Notaris imungkin idapat iberbuat isalah imengenai iisi iakta ikarena iinformasi iyang 

idiberikan isalah, isengaja iatau itidak idari ipara ipihak/penghadap. iDalam ihal iini iNotaris 

itidak imempunyai ikewajiban iuntuk imenyelidiki ikebenaran itentang iinformasi itersebut 

isecara ibatiniah, iakan itetapi ihanya isebatas ilahiriah. iDengan idemikian ikesalahan iyang 

iterjadi ipada imateri iakta ibukanlah itanggung ijawab iNotaris, imelainkan ipara ipihak 

ipenghadap. iNamun iapabila isuatu iakta iotentik iitu itimbul isengketa idi ikemudian ihari 

idan idiperkarakan idi ipersidangan imaka idalam iproses ipersidangan itersebut ihakim 

iakan imelakukan ipembuktian idengan imenilai idapat itidaknya iditerima isuatu ialat ibukti 

idan imenilai ikekuatan ipembuktiannya. 

Dalam iPutusan iPengadilan iNegeri iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, 

iNotaris itidak idibebankan itanggungjawab iapapun. iDalam ihal iini itanggung ijawab 

iNotaris ihanya iterbatas idengan iperintah iHakim iyang imemerintahkan iNotaris iuntuk 

itunduk ipada iPutusan iHakim iyang itertuang idalam iputusan. iUntuk ikerugian idan ibiaya 

iperkara idibebankan ihanya ikepada iTergugat ibukan ikepada iNotaris. iNotaris imemang 

itidak idibebankan ipada itanggungjawab iterhadap iakta iyang idibatalkan inamun iNotaris 
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idirugikan ikarena iNotaris imenjadi ipihak iTurut iTergugat iyangmana iseharusnya idalam 

ikasus itersebut iNotaris ihanyalah isebagai isaksi ibukan imalah imenjadi iPihak iTurut 

iTergugat. iHal iini itentu imerugikan iNotaris, isementara ikasus itersebut iterjadi ikarena 

iadanya iwanprestasi iyang idilakukan ioleh iTergugat iyang itidak iada ikaitan inya isama 

isekali idengan iNotaris. 

Notaris ihanya imencatat iapa iyang idikemukakan ioleh ipara ipihak/penghadap iyang 

ikemudian idituangkan ikedalam iperjanjian/akta. iNotaris itidak ibisa idimintai 

ipertanggungjawaban iterhadap iakta iyang idibatalkan ikarena ipelanggaran iyang 

idilakukan ioleh isalah isatu ipihak idalam iperjanjian. 

KESIMPULAN 

a. Putusan iHakim iPengadilan iNegeri iMalang idalam iPutusan iNomor 

i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg iditinjau idari i3 i(tiga) iaspek iyaitu iyuridis, ifilosofis, idan 

isosiologis. iPertama, iaspek iyuridis iPutusan iHakim iNegeri iMalang itersebut itidak 

irelevan iantar ipokok iperkara idalam iputusan idimana iHakim imenyatakan iperjanjian 

ipengikatan ijual ibeli isah, inamun iperjanjian ipengikatan ijual ibeli itersebut idinyatakan 

ibatal idemi ihukum. i iKedua, iaspek ifilosofis ikurang imemenuhi irasa ikeadilan, ikhususnya 

iPutusan iPengadilan itersebut idirasa itidak iadil iuntuk iNotaris iS isebagai iPejabat 

iberwenang iyang imembuat iPerjanjian iPengikatan iJual iBeli ibagi ipara ipihak iyang 

idinyatakan ibatal idemi ihukum ioleh iHakim. iKetiga, iaspek isosiologis iputusan ihakim 

idapat imenyebabkan ikepercayaan imasyarakat imenurun iterhadap iproses iPeradilan 

iyang iada. 

b. Bentuk ipertanggungjawaban iNotaris iterhadap iakta iyang idinayatakan ibatal idemi 

ihukum ioleh ipengadilan imeliputi ipertanggungjawaban isecara iperdata idan 
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ipertanggungjawaban iadministratif. iDalam iPutusan iPengadilan iNegeri iMalang iNomor 

i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg, iNotaris itidak idibebankan itanggungjawab iapapun. iDalam ihal 

iini itanggung ijawab iNotaris ihanya iterbatas idengan iperintah iHakim iyang 

imemerintahkan iNotaris iuntuk itunduk ipada iPutusan iHakim iyang itertuang idalam 

iputusan. 

DAFTAR iPUSTAKA 

Andi iMamminanga. i2008. i“Pelaksanaan iKewenangan iMajelis iPengawas iNotaris iDaerah 

idalam iPelaksanaan iTugas iJabatan iNotaris iberdasarkan iUUJN”. iTesis. iFakultas 

iHukum. iUniversitas iGajah iMada. iYogyakarta. 

Djoko iSukisno. i2008. i“Pengambilan iFoto iCopi iMinuta iAkta idan iPemanggilan iNotaris” 

iMimbar iHukum. iVolume i20. iNomor i1. iFakultas iHukum. iUniversitas iGadja iMada. 

G.H.S. iLumban iTobing. i1999. iPeraturan iJabatan iNotaris. iCetakan ike-5. iErlangga. 

iJakarta. 

Habib iAdjie. i2009. iHukum iNotaris iIndonesia. iPT. iRefika iAditama. iBandung. 

__________. i2009. iSanksi iPerdata iDan iAdministratif iTerhadap iNotaris iSebagai iPejabat 

iPublik. iPenerbit iPT. iRefika iAditama. iBandung. 

Hartanti iSulihandari idan iNisya iRifiani. i2013. iPrinsip-Prinsip iDasar iProfesi iNotaris. 

iDunia iCerdas. iJakarta. 

Herlien iBudiono. i2007. iKumpulan iTulisan iHukum iPerdata idi iBidang iKenotariatan. 

iBandung: iCitra iAditya iBhakti. 

Kitab iUndang-Undang iHukum iPerdata 

Putusan iPengadilan iNegeri iMalang iNomor i227/Pdt.G/2018/PN.Mlg. 

Republik iIndonesia. iUndang-Undang iTentang iJabatan iNotaris. iUU iNomor i2 iTahun 

i2014 iPerubahan iAtas iUU iNomor i30 itahun i2004. iLNRI iTahun i2014 iNomor i3. iTLNRI 

iNomor i5491. 

Wawan iTunggal iAlam. i2001. iHukum iBicara iKasus-kasus idalam iKehidupan iSehari-hari 

iMilenial iPopuler. iJakarta. 

Yuliandri. i2013. iAsas-asas iPembentukan iPeraturan iPerundang-undangan iyang iBaik 

iGagasan iPembentukan iUndang-Undang iBerkelanjutan. iRajawali iPers. iJakarta. 

Zuliana iMaro iBatubara. i2011. i“Analisis iYuridis iTerhadap iPembatalan iAkta iNotaris 

i(Studi iKasus iPada iPengadilan iNegeri iMedan)”. iTesis. iFakultas iHukum. iUSU 

iMedan. 

 


